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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 










ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titk di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش    Syin sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 





ط Ta ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Za ẓ zet (dengan titk di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam L El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha h Ha 
ء Hamzah , Apostof 
ي Ya y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 






Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah A A 
 ِا Kasrah I I 
ا ḍammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 











a dan i 
 
Q ْ◌  َ◌z 
 
 












Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 





ى َ◌ ... |  َا... 






a dan garis di 
atas 














4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 




5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  
sebuah  tanda  tasydid  (◌),  dalam  transliterasinya  ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(. ِ◌z), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 
Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 
garis mendatar (-). 
 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 




alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 




Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 





































B. Daftar Singkatan 
 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 
 
 
swt. = subḥānahūwata‘ālā 
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 
a.s. = ‘alaihi al-salām 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang 
yang masih hidup saja) 
w. = Wafat tahun 
QS 
…/…: 4 
= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS 
Āli „Imrān//3: 4 
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Penelitian ini berjudul Pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya 
pembinaan narapidana dan pandangan hukum Islam, selanjutnya disusun kedalam 
sub masalah, yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah 
satu upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 A 
Makassar? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan 
pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 A 
Makassar? 3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembebasan bersyarat 
dalam upaya pembinaan Narapidana? 
Jenis peniitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian 
ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar. Metode pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan 
teologis normatif, yaitu pendekatan yang penelitian yang mengutamakan bahan 
hukum berupa peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang bersumber dari 
ketentuan Tuhan dan perintah-Nya (al-Qur’an dan Hadis). Sumber data berupa data 
primer dan data sekunder. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat 
oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar dianggap telah berhasil, karena 
dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I A Makassar antara yang diusulkan dengan yang terealisasikan sama. 
Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I A Makassar antara lain proses di Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan sangat lama, pihak penjamin bukan dari pihak keluarga, masih 
memiliki perkara lain diluar, narapidana melanggar hukum disiplin Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Implikasi dari penelitian ini perlu semakin meningkatkan kualitas dan 
profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan. Proses 
pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat, terutama 
di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat. Perlunya 
peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis 
dan koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang 










A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan 
masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya norma-norma atau 
aturan yang menjadi batasan seseorang dalam bertindak agar tidak terjadi 
kekacauan. Salah satu norma tersebut yakni norma hukum. Norma ini bersifat 
memaksa dan mengikat, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan 
dikenakan sanksi berupa pidana. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana artinya kejahatan atau 
kriminal. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan 
norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, perbuatan 
yang jahat atau sifat yang jahat.1 Menurut pasal 10 KUHP  ada beberapa jenis 
pidana yang dapat dikenakan seseorang, jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi 
delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu 
menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. 
Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana 
denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan 
hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan 
hakim. Pidana tambahan dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam 
hal tertentu.2 
Penjatuhan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak kejahatan 
bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap apa yang dilakukan, 
membuat pelaku jera ataupun membuat orang lain takut untuk melakukan hal yang
                                                          
1 Rodiyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 
12-13. 




sama, tetapi tujuan yang paling utama adalah menyadarkan pelaku tindak pidana 
agar menyesali perbuatannya dan bisa kembali ke masyarakat dengan pribadi yang 
lebih baik agar bisa diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan 
dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang intinya ialah untuk 
kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan 
masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-
Syathibiy dan disepakati oleh ahli hukum Islam seperti yang dikutip oleh H. Hamka 
Haq, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 
harta dan memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik.3 
Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan 
kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman 
masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar 
dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti 
mencintai keadilan.4 Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dalam QS 
an- Nisa’/4: 65.  
ُﺆﻳ َﻻ َﻚﺑَرَو َﻼَﻓ ◌ۡﺎَﻤﻴِﻓ َكﻮُﻤﻜَُﳛ ٰﱴَﺣ َنﻮُﻨِﻣ  َﰊ َﺮَﺠَﺷ ◌ۡﻢُﻬَـﻧ ◌ۡ  ِﰲ ْاوُﺪَِﳚ َﻻ ُﰒ ٓ◌ ﻢِﻬِﺴُﻔَﻧأ ◌ۡ  َﺮَﺣﺟﺎ ﺎﳑ 
ﻲَﻀَﻗ ◌ۡ َت  ْاﻮُﻤﻠَﺴُﻳَو ﺲَﺗ ◌ۡﺎﻤِﻴﻟ ٦٥   
Terjemahnya:  
Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian 
mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu 
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.5 
 
                                                          
3 Zainuddin, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009),  h.13. 
4 Zainuddin, Hukum Pidana Islam,  h.11. 




Berdasarkan dari ayat al-Qur’an diatas, dapat diketahui dan dipahami bahwa 
Allah menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada 
hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim 
yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul yang pernah 
menetapkan penyelesaian perselisihan di antara umatnya. Namun bila tujuan 
hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi 
Muhammad saw. baik yang termuat dalam al-Quran maupun yang terdapat di dalam 
Hadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan 
jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang 
tidak berguna kepada kehidupan manusia.6 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana di atur 
dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan sebagai negara hukum, 
maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus 
berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan 
memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara 
untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan 
suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-
undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Lembaga Pemasyrakatan 
merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) 
sub-sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 
Pemasyrakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem 
peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana 
yang telah melakukan tindak pidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.7 
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  Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menjadi sorotan publik karena kerap 
mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas, 
terjadinya praktik liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana. Belum 
lagi seringnya terjadi kekacauan atau peristiwa-peristiwa pidana yang tidak saja 
dilakukan oleh orang-orang yang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak yang 
masih dibawah umur. Akibatnya sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di 
Indonesia mengalami “over capasity”. Apabila kapasitas Lapas tidak mampu 
menampung jumlah narapidana yang ada, maka besar kemungkinan akan 
mempengaruhi Lapas dalam memenuhi hak-hak narapidana yang sesuai dengan 
pasal 14 ayat (1) undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lapas dapat mempengaruhi 
ketidakmaksimalnya petugas keamanan Lapas dalam memberikan pembinaan bagi 
narapidana.8 
Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya didalam 
lembaga pemasyarakatan, tetapi tetap memilki hak-hak sebagai warga negara dan 
hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesi 1945 pasal 28G ayat (1) yang menyatakan : setiap 
orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keuarga, kehormatan, martabat, dan 
harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatau 
yang merupakan hak asasi.9 
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Konsep HAM dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 
pemasyarakatan beserta pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang pemasyarakatan menjadi alat/sarana pembaruan dalam hak-hak narapidana. 
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 
Lembaga Pemasyarkatan. Selanjutnya, Harsono(1995), mengatakan bahwa 
narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan 
harus menjalani hukuman. Wilson(2005) mengatakan bahwa, narapidana adalah 
manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat 
dengan baik.10 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatur 
mengenai hak-hak seorang narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai 
berikut: 
Narapidana berhak : 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 
5. Menyampaikan keluhan. 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang. 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 
                                                          
10 Donny Michael, Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyrakatan Kelas  1 
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8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya. 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga. 
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.11 
Berdasarkan ketentuan di atas,  bahwa salah satu hak dari narapidana adalah 
mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut pasal 1 huruf 
b keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang 
Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses 
pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan 
berdasarkan pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pasal 
14,22, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan.12 
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu pembinaan narapidana 
sebelum ia selesai menjalani masa pidananya agar menjadi orang yang lebih baik 
dan berguna pastinya setelah menjalani masa pidananya. Pemberian pembebasan 
bersyarat menurut ketetentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus 
memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum berakhir masa pidananya.  
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Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik mengkaji mengenai 
“Pembebasan Bersyarat sebagai salah satu upaya Pembinaan Narapidana dalam 
Perspektif Hukum Pidana Islam” (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
1 Makassar). 
B. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 
a. Pembebasan bersyarat 
b. pembinaan narapidana 
c. pembebasan bersyarat dalam perspektif hukum islam 
d. pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. 
2. Deskripsi fokus 
a. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana 
diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 
(dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa 
pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.13 
b. Pembinaan adaah proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, 
penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan 
efektif untuk memperoleh hasil yang baik.14 
c. Narapidana adalah manusia biasa yang kebetulan salah arah dalam perjalanan 
hidupnya, mereka memiliki hak asasi manusia dan hak-hak mereka dilindungi 
oleh hukum. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 
yang menjadi pokok masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya 
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar? 
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan 
bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 
Makassar? 
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembebasan bersyarat dalam 
upaya pembinaan Narapidana? 
D. Kajian Pustaka 
1. Kajian komparatif tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya 
Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, 
Julian Pranata, penelitian ini mengemukakan perbandingan hukum positif 
dan hukum Islam mengenai pelaksanaan keringanan hukuman pembebasan 
bersyarat, serta bagaimana konsep dan penerapan keringanan hukuman 
pembebasan bersyarat kepada narapidana sebagai salah satu upaya 
pembinaan narapidana. Namun penelitian ini tidak membahas lebih jauh 
mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi narapidana dalam pelaksanan 
pembebasan bersyarat kerena penelitian ini hanya mengkaji pembebasan 
bersyarat dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Itulah yang 
menjadi pembeda dengan penilitian ini tapi penelitian ini juga saling 
berkaitan. 
2. Hukum Pidana Islam II, Hamzah Hasan, buku ini berisi tentang beberapa 
jenis tindak pidana serta pemberian pengurangan hukuman yaitu pada 




pidana islam. Dalam tindak pidana pembunuhan, dikenal adanya 
penggantian hukuman yakni adanya pemaafan dari pihak korban dalam 
pemberian hukuman. Namun buku ini  tidak membahas lebih luas adanya 
asas pemberian maaf atau pemaafan dari korban  atau ahli waris korban yang 
bersedia memberikan maaf kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku 
bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa syarat dan itu dibahas dalam 
penelitian ini. 
3. Tip Hukum Praktis: Menghadapi, Redaksi Ras, dalam buku ini dibahas 
mengenai upaya mengurangi hukum diantaranya ialah Remisi dan 
Pembebasan bersyarat, bagaiamana persyaratan dan tahapan-tahapan untuk 
mendapatkan pembebasan bersyarat karena tidak semua narapidana bisa 
mendapatkan hak pembebasan besyarat tersebut. Namun dalam buku ini 
tidak membahas secara terperinci mengenai hambatan-hambatan yang 
dihadapi seorang narapidana dalam mendapatkan pembebasan bersyarat dan 
itu dibahas pada penelitian ini. 
4. Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyrakatan Kelas  1 A 
Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi 
Manusia, Donny Michael, penelitian ini mengemukakan hak-hak 
narapidana Narapidana sebagai bagian dari masyarakat indonesia perlu 
mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan 
masyarakat agar para Narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat 
yang tentram dan mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa 
melakukan kejahatan lagi. Namun yang menjadi pembeda dengan judul 
peneliti ialah peneliti memfokuskan membahas pembebasan bersyarat 




5. Cerdik dan Teknis Menghadapi Kasus Hukum, Rocky Marbun, buku ini 
membahas tahap-tahap dalam proses pembinaan narapidana dalam sistem 
pemasyarakatan indonesia. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian 
ini, buku ini membahas secara umum bagaimana pembinaan narapidana dan 
tidak membahas secara terperinci mengenai pembebasan bersyarat sebagai 
salah satu hak dalam pembinaan narapidana. 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok masalah maka tujuan umum dari penelitian ini sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah 
satu upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A 
Makassar.  
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksaan 
pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 
A Makassar. 
c. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembebasan 
bersyarat dalam upaya pembinaan narapidana. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Kegunaan teoritis  
Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan mengenai pembebasan bersyarat 
sebagai salah upaya pembunaan narapidana. 
 




Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 
pengetahuan bagi para praktisi hukum, aparatur negara, peneliti selanjutnya serta 
menjadi media pengetahuan bagi mahasiswa/mahasiswi maupun masyarakat 






A. Tinjauan Umum Tentang  Pembebasan Bersyarat 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 
Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua 
pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.1 Salah satu 
cara untuk mendapatkan pengurangan adalah dengan mengajukan pembebasan 
bersyarat. Seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat tentu berbeda 
dengan bebas murni. Seseorang yang bebas murni sudah dapat melenggang dan 
menikmati hidup layaknya orang biasa lainnya. Sedangkan pembebasan bersyarat 
tidak, karena pembebasan bersyarat ada persyaratan yang harus dipenuhi dan 
diperhatikan.  
Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan 
perundangan-undangan di indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah 
pelepasan brsyarat di dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana 
penyusunan KUHP dibuat berdasrkan wetbook van strafrech voor Nederlandsch-
indie, yang hukum pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat 
dalam wetbook van strafrech voor Nederlandsch-indie terpengaruh oleh sistem 
pidana penjara di Inggris (progressive system), dimana pembebasan bersyarat 
tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana 
dengan baik ke masyarakat. 
Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam 
KUHP. Pada pasal 15 lama ditentukan bahwaa pelepasan bersyarat diterapkan
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kepada penjatuhan pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat akan 
diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang 
sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada pasal 15 KUHP yang diubah 
dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitap Undang-Undang Hukum 
Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada 
terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana 
ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. 
terdapat mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebsan 
besyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tetntang 
Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan 
besyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS).1 
Adapun dasar hukum tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam pasal 15 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana(KUHP), yang berbunyi:  
a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika 
terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap 
sebagai satu pidana. 
b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, 
serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.Masa 
percoban itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum 
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dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka 
waktu itu tidak termasuk masa percobaan. 
Dalam pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang pemasyarakatan juga diterangkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan 
pembebasan bersyarat. Juga dalam pasal 43 PP Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat 
dan tata cara pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan diterangkan 
bahwa : 
a. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak 
mendapatkan pembebasan bersyarat. 
b. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi narapidana 
dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) 
dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut 
tidak kurang dari 9 (sembilan) buan. 
c. Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.2 
2. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat 
Tidak semua orang bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan 
bersyarat tidak dapat diberikan kepada narapidana yang menjalani hukuman seumur 
hidup. Mereka yang bisa mendapatkan pembebasan bersyarat adalah : 
a. Narapidana atau napi yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 
Pemasyarakatan. 
b. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana 
Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 
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c. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 
kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai 
berumur 18 tahun.3 
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembebasan 
bersyarat, yaitu : 
a. Persyaratan subtantif bagi narapidana dan anak pidana 
1) Menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang sudah 
dilakukan. 
2) Menunjukkan budi pekerti dan moral yang semakin baik atau positif 
3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan 
semangat. 
4) Masyrakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan 
ank pidana yang bersangkutan. 
5) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan 
hukuman disiplin sekurangnya sembilan bulan terakhir. 
6) Telah menjalani masa pidana 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani, 
dengan ketentuan 2/3 masa pidana itu tidak kurang dari sembilan bulan. 
b. Persyaratan subtantif bagi anak negara 
1) Menunjukkan keasadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan 
2) Dapat menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang mengarah 
ke arah positif 
3) Mampu melewati program kegiatan pembinaan dengan ketekunan dan 
semangat yang baik 
4) Masyarakat dan lingkungan sekitarnya dapat menerima kegiatan pembinaan 
yang dilakukan napi dan anak yang bersangkutan 
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5) Bertingkah laku baik 
6) Telah menjalani masa pendidikan di lapas anak selama setidaknya satu 
tahun4 
Selain persyaratan subtantif diatas, pembebasan bersyarat juga harus 
memenuhi persyaratan administratif. Dalam pasal 8 keputusan menteri 
kehakiman republik indonesia Nomor: M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999, 
dinyatakan bahwa persyaratan adminstratif yaitu sebagai berikut:  
a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis) 
b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing 
kemasyrakatan 
c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negri tentang rencana pemberian Animilasi, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjeang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan 
d. Salinan register (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang 
dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa 
pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan 
e.  Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, revisi, 
dan lain-lain dari kepala Lapas atau Kepala Rutan 
f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihk yang akan menerima Narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan 
g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat 
tambahan yaitu, surat jaminanj dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing 
yang bersangkutan dan surat dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai 
status keimgrasian yang bersangkutan.5 
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Pemebasan bersyarat diberikan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia 
(Menkumham). Pihak kementerian akan memberikan pembebasan bersyarat 
tersebut, setelah mendapat rekomendasi dari aparatnya. Berikut ini adalah tahapan 
pemberian pembebasan besyarat : 
a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan mendengar 
pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali 
Pemasyarakatan. Setelah itu mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Kepala 
Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan. 
b. Apabila disetujui, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul tersebut 
kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Depertemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Depkumham) setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan (Dirjen Pas). 
c. Kakanwil Depkumham menyetujui/menolak usul tersebut setelah 
mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Depkumham setempat. 
d. Apabila disetujui, usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil Depkumham 
setempat kepada Dirjen Pas paling lama 14 hari sejak diterimanya usul tersebut. 
e. Keputusan Pembebasan Bersyarat diterbitkan oleh Dirjen Pas jika disetujui.6 
3. Asas dan tujuan pemberian pembebasan bersyarat 
Dalam menjalankan masa pembebasan bersyarat Narapidana memiliki 
beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh narapidan bebas bersyarat, sebagai berikut: 
 
a. Tidak melanggar peraturan hukum yang ada. 
                                                          





b. Dalam bulan pertama, 1 (satu) kali seminggu narapidana bebas bersyarat wajib 
melapor ke Balai Pemasyarakatan. 
c. Dalam bulan kedua, 2 (dua) kali seminggu narapidana bebas bersyarat wajib 
melapor ke Balai Pemasyarakatan. 
d. Dan satu bulan sekali narapidana bebas bersyarat wajib melapor ke Balai 
Pemasyarakatan. 
Narapidana bebas bersyarat wajib melapor, yang pelaksanannya dilakukan 
dalam bentuk sendiri-sendiri atau secara individu, jika tidak melapor maka petugas 
Balai Pemasyarakatan akan mendatangi tempat tinggal narapidana bebas bersyarat 
tersebut. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dapat pula dicabut oleh Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan atas usul kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah 
Depertemen Kehakiman setempat, apabila narapidana yang bersangkutan 
a. Malas bekerja. 
b. Mengulangi melakukan tindak pidana 
c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat 
d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat 
dan cuti menjelang bebas. 
Pencabutan pembebasan bersyarat dapat dijatuhkan sementara setelah 
diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan tersebut. Kemudian 
Kepala Lembaga pemasyarakatan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap 
narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang kuat, maka pencabutan dijatuhkan 
secara tetap. Kepala lembaga pemasyarakatan pencabutan tersebut kepada Direktur 






Pemberian sanksi terhadap narapidana yang dicabut pembebasan 
bersyaratnya dapat berupa:  
a. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi. 
b. Untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan 
bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga selama 
menjalani sisa pidananya. 
c. Masa selama di luar lembaga pemasyarkatan tidak dihitung sebagai menjalani 
sisa pidanaya. 
Sedangkan terhadap anak negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya 
akan dikenai sanksi berupa: 
a. Masa selama berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan dihitung sebagai 
masa menjalankan pendidikan. 
b. Untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak diberikan 
asimilasi dan pembebasan bersyarat. 
c. Untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikannya tidak 
diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dn cuti mengunjungi keluarga. 
Apabila alasan pencabutan pembebasan besyarat disebabkan narapidana 
melakukan tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyrakatan atau Kepala Balai 
Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala 
Kantor Wilayah Depertemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 
B. Pembinaan Narapidana 
Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat 
perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para 
narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram. Peran Lembaga 





pengertian kepada narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan 
melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa 
percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar narapidana itu 
sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti 
bahwa narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa 
meakukan kejahatan lagi.7 
Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyebutkan tentang sistem pembinaan pemasyarakatan 
dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, 
pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, 
kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak 
untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. 
Adapun proses pembinaan warga binaan pemasyrakatan di Lapas 
dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstremural (di luar 
LAPAS). Pembinaan secara ekstremural yang dilakukan di LAPAS disebut 
asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan 
membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pembinaan 
secara ekstramural yang dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu 
proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan 
tertnetu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan 
bimbingan dan pengawasan BAPAS. 
Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 
pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: 
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1. Terpidana bersyarat; 
2. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan 
bersyarat atau cuti menjelang bebas; 
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan 
kepada orang tua asuh atau badan sosial; 
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di 
lingkungan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 
bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan 
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya diserahkan 
kepada orang tua atau walinya.8 
Pembimbingan oleh BAPAS terhadap anak negara yang berdasarkan 
putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh, atau 
badan sosial, karena pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab 
pemerintah. Terhadap anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau 
pejabat di lingkungannya Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 
bimbingnnya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, 
pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih 
berstatus anak negara. Pembimbingan oleh BAPAS terhadap anak yang berdasrkan 
penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya, 
dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.  
Pembinaan dan pembimbingan pemasyarakatan meliputi program 
pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan 
kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini diarahkan pada 
pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia 
seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan 
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masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat 
dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berpran sebagai 
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 
Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang 
yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang 
baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang perlu 
di bina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk 
membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain. Serta 
mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan 
yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpontensi luhur 
dan bermoral tinggi. Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan 
narapidana yang sering disebut theurapetics proccess, yakni membina narapidana 
dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-
kelemahan tertentu.9 
Ada empat tahap dalam proses pembinaan narapidana dalam sistem 
pemasyarakatan Indonesia. Adapun empat tahapan tersebut adalah sebagai berikut:  
a. Menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan, 
melakukan penelitian terhadap narapidana dan sebab dilakukannya suatu 
pelanggaran. Pembinaan ini dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus 
sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pada tahap ini, 
pembinaan dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan 
maksimal. 
b. Proses pembinaan, setelah yang bersangkutan telah mencapai 1/3 masa pidana 
sebenarnya, dan narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan, 
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kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak  
dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan menengah 
(medium security). Yang dimaksud dengan narapidana telah menunjukkan 
kemajuan adaah dengan terlihatnya keinsyafan, perbaikan diri, disiplin dan 
patuh terhadap peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga. 
c. Narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberi 
pembebsan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimal. 
d. Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang 
sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, pembinaan dalam tahap 
ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir berupa kegiatan 
perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya 
tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi 
narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau 
pembebasan bersyarat, pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) yang disebut dengan pembimbingin klien 
pemasyarakatan.10 
C.  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah suatu tempat yang dahulu 
dikenal dengan sebutan rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang 
telah di jatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana 
mereka. Sebutan lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan dari dokter Sahardjo 
yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan tersebut merupakan 
asalan dokter Sahardjo. untuk merubah rumah penjara menjadikan tempat yang 
tadinya semata-mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk 
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membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, 
mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan 
nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik.34 Menurut Pasal 1 ayat 
(1) Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah Lembaga 
Pemasyarakatan Untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah 
unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada KepalaKantor Wilayah Departemen 
Kehakiman. 
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Dalam Pasal 3 Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan 
dalam menjalankan tugasnya lembaga pemasyarakatn tersebut memiliki fungsi, 
yaitu : 
a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik. 
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil Kerja. 
c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik. 
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. 
e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga  
Lembaga pemasyarakatan sendiri terdapat tiga (3) kelas, yang masing-
masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada 
kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari masing-masing lembaga 
pemasyarakatan. Menurut Pasal 4 Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 
1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga 
pemasyarakatan di bagi 3 kelas, yaitu : 





Teridiri dari : 
1) Bagian Tata Usaha. 
2) Bidang Pembinaan Narapidana. 
3) Bidang Kegiatan Kerja. 
4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. 
5) Kesatuan Pengamanan LAPAS. 
b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. 
Terdiri dari : 
1) Sub Bagian Tata Usaha. 
2) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik. 
3) Seksi Kegiatan Kerja. 
4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. 
5) Kesatuan Pengamanan LAPAS. 
c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B. 
Terdiri dari : 
1) Sub Bagian Tata Usaha. 
2) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja. 
3) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. 
4) Kesatuan Pengamanan LAPAS. 
D.  Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam 
Dalam konsep hukum Islam, dikenal adanya asas pemberian maaf atau 
pemaafan yakni si korban  atau ahli waris korban bersedia memberikan maaf kepada 
pelaku yang mengakibatkan pelaku bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa 
syarat. Konsep pemberian maaf ini berdasarkan firman Allah swt di dalam QS. al-





 َٰي ٓ◌ﻲَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ ْاﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﻟٱ ﺎَﻬـَﻳأ ◌ۡلٱ ُﻢُﻛ ◌ۡٱ ِﰲ ُصﺎَﺼِﻗل ◌ۡﺖَﻗ ◌ۡ َﱃ ◌ۖ لٱ ◌ۡلِﭑﺑ ﺮُﺣ ◌ۡ ﺮُﺣ
لٱَو ◌ۡﺐَﻋ ◌ۡلِﭑﺑ ُد ◌ۡﺐَﻋ ◌ۡلٱَو ِد ◌ۡلِﭑﺑ ٰﻰَﺜُﻧأ ◌ۡ ٰﻰَﺜُﻧأ ◌ۚ ﻦَﻤَﻓ ◌ۡ  ُﻪَﻟ َﻲِﻔُﻋۥ ﻦِﻣ ◌ۡ ﻲَﺷ ِﻪﻴِﺧَأ ◌ۡ ء َﻓ ُعﺎَﺒـﺗﭑ ◌ۢ 
لِﭑﺑ ◌ۡﻊَﻣ ◌ۡاََدأَو ِفوُر ٓ◌ َﱄِإ ٌء ◌ۡحِِﺈﺑ ِه ◌ۡﻦ َٰﺳ ◌ۗ  ِﻟ َٰذﺦَﺗ َﻚ ◌ۡ ﻒﻴِﻓﻦﻣ  رﻢُﻜﺑ ◌ۡ َحرَو ◌ۡﺔَﻣ ◌ۗ  ِﻦَﻤَﻓ عٱ ◌ۡ ٰىَﺪَﺗ
َﻊﺑ ◌ۡ ُﻪَﻠَـﻓ َﻚِﻟ َٰذ َدۥ  ﻢِﻴَﻟأ ٌباَﺬَﻋ١٧٨   
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat 
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti 
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu 
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.11 
Dalam hal qishash, al-Qur’an menegaskan bahwa pelaku kejahatan dapat 
bebas dari pada hukuman (qishash) baik dengan syarat menebus atau membayar 
diyat (yaitu sejumlah harta tertentu) kepada pihak korban atau keluarganya atau 
bahkan bebas sama sekali tanpa syarat sesuai dengan kebijaksanaan dengan 
mendapat pemaafan dari pihak korban atau keluarganya. Hal ini akan membawa 
kebaikan bagi kedua belah pihak. Tidak ada lagi dendam antara kedua belah pihak. 
Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan 
korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.12 
Kewenangan memberikan pengampunan dalam jarimah qishash ini berada 
pada pihak korban jika korban dan wali korban bersedia memaafkan maka hukum 
qishash batal dan dapat digantikan dengan diyat. Tetapi sebaliknya jika pihak 
korban atau wali korban menghendaki hukuman qishash maka hukuman tersebut 
harus dilaksanakan. Kekuasaan hakim dalam memberikan maaf ini tergantung pada 
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persetujuan pihak wali korban. Hakim dalam hal ini hanya sebagai pelaksana saja. 
Berkenaan dengan orang yang berhak menuntut qishash/diyat atau memberikan 
pengampunan maka imam malik berpendapat bahwa pihak tersebut adalah 
kelompok ashabah bi nafsi. Sedang hukuman qishash dapat dihapus karena hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Hilangnya tempat untuk dikisas 
2. Pemaafan 
3. Perdamaian 
4. Diwariskan hak kisas 
5. Dan pemberian maaf ini merupakan hal yang mulia, yang selalu dianjurkan 
oleh Rasulullah saw karena sikap tersebut menunjukkan keluhuran budi 
mereka. Pemberian maaf (pengampunan) lebih baik daripada menuntut 
untuk dilakukannya hukuman. 
 Yang dimaksud pemaafan menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad adalah 
memaafkan kisas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam 
Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila 
ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut ulama tersebut pemaafan adalah 
pemaafan qishash tanpa imbalan apa-apa. Adapun pemaafan diyat itu bukan 
pemaafan melainkan perdamaian.13 
Dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah Shulh (perdamaian) yang 
artinya memutus perselisihan. Apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan 
qishash, shulh bereti perjanjian atau perdmaian antara pihak wali korban dengan 
pembunuh untuk membebaskan hukuman qhisash dengan imbalan. Para ulama 
                                                          





telah sepakat tentang dibolehkannya shulh (perdamaian) dalam qishash, sehingga  
qishash menjadi gugur.  
Shulh (perdamaian) statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam hak 
pemiliknya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat 
menggugurkan qishas. Perbedaaannya dengan pengampunan adalah pengampunan 
itu pembebasan qishash tampa imbalan, sedangkan shulh adalah pembebasan 
dengan imbalan. Memang dimungkinkan pemaafan dari qishash dengan imbalan 
diyat, seperti dikemukakan oleh imam Syafi’i dan imam Ahmad, namun menurut 
Hanafiyah dan Malikiyah, hal itu harus dengan persetujuan pelaku, dan kalau 
demikian, hal itu bukan pemaafan melainkan shulh (perdamaian).14 
Selain pemaafan dan shulh, adapula konsep ta’zir yang berkaitan tentang 
pembebasan bersyarat dalam hukum Islam. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang 
bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum 
ditentukan oleh syara’. Makna sederhananya hukuman ta’zir itu adalah hukuman 
yang belum ditetapkan syara’ melainkan diserahkan kepada ulul amri atau 
pemerintah baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Sedangkan hal-hal yang 
menyebabkan hapusnya hukuman ini banyak sekali dan berbeda-beda sesuai 
dengan jenis hukumannya, diantaranya adalah: 
1. Meninggalnya si pelaku 
2. Pemaafan dari korban 
3. Taubatnya si pelaku 
4. Kadaluarsa15 
                                                          
14 Julian Pranata, “Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya 
Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Skrps, h. 48. 





 Hukuman dalam jarimah ini tidak ditentukan bentuk jenis dan jumlahnya 
oleh syara’. Syari’ (pembuat syari’at yaitu Allah dan Rasul_Nya) hanya 
menentukan sejumlah hukuman, mulai dari hukuman terendah dan hukuman 
tertinggi. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap 
suatu tindak pidana takzir. Islam menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan 
hakim setelah mempertimbangkan kemaslahatan terhadap terpidana, lingkungan 




















                                                          












A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). 
Artinya peneitian ini turun langsung pada objek yang akan diteliti yaitu Petugas 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mengenai pembebasan bersyarat 
sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana yang bertujuan untuk memperoleh 
informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian ini serta mencari data-data 
dan mencari fakta-fakta yang kemudian akan ditarik sebagai kesimpulan.  
Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Peneitian deskriptif adalah 
penelitian yang menggambarkan atau melakukan eksplorasi serta verifikasi 
terhadap sejumlah fenomena-fenomena dan memberikan data secara tertulis 
maupun tulisan maupun lisan dan untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau 
untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu  gejala lain dalam 
masyarakat.1 
2. Lokasi penelitian  
Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan, 
maka penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Adapun 
alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena untuk mendapatkan informasi terkait 
judul peneliti maka peneliti melakukan pengamatan langsung di LAPAS.
                                                          






B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan adalah cara pandang peneliti daam memilih spektrum ruang 
bahasa yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi  
karya ilmiah.1 Berdasrkan judul peneliti maka peneliti menggunakan Pendekatan 
penelitian sebagai beriktut:  
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang 
mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan 
acuan dalam melakukan penelitian. 
2. Pendekatan Teologis Normatif 
Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang bersumber dari ketentuan 
Tuhan dan perintah-Nya. Pendekatan ini sering dirangkaikan dengan al-Quran dan 
Hadits. 
C. Sumber Data 
Data adalah catatan atas kumpulan fakta, data merupakan bukti yang 
ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. 
Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti.2 Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber 
dilapangan. Dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai narasumber 
yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 
 
                                                          
1I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif: dalam Justifikasi Teori 
Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 156. 






2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-
buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.3 Selain itu sumber 
data ini diproleh dari undang-undang, internet, serta sumber lain yang dianggap 
relevan dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian 
kualitatif lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung keobjek 
penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Keas 1 Makassar. Adapun metode 
pengumpulan data yang diakukan peneliti ialah sebagai berikut : 
1. Observasi  
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
mengumpulkan sejumlah data melalui pengamatan dan pengindraan sendiri 
sehingga peneliti memahami betul apa yang hendak diteliti. 
2. Study Dokumen (Bahan Pustaka) 
Study dokumen merupakan langka awal dari setiap peneliti hukum (baik 
normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari 
premis normatif. Study dokumen bagi penelitian hukum meliputi study bahan-
bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. 
3. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face), 
ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyan yang dirancang untuk 
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 
seorang informan. 
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4. Study Pustaka 
Study pustaka  yaitu mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku, artikel 
hukum, dokumen, KUHP, KUHAP, peraturan perundang-undangan, dan sumber  
lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.4 
E. Instrumen Penelitian 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam 
pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis penelitian berupa:  
1. Peneliti sendiri, dalam hal ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri. 
2. Pedoman wawancara, yakni alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan berupa daftar pertanyaan. 
3. Alat tulis, berfungsi untuk mencatat dan menulis semua jawaban infirman 
berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. 
4. Handphone, yakni alat yang digunakan untuk mengambil gambar dan 
merekam suara selama wawancara berlangsung. 
F. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik 
secara primer maupun sekunder lalu dibagi kemudian dijelaskan dan disusun secara 
sitematis. Setelah semua data terkumpul berupa bahan mentah, maka pengolahan 
data selanjutnya dengan metode editing dan coding. Editing adalah kegiatan 
pemeriksaan data yang telah terkumpul sebelumnya untuk melengkapi data-data 
yang masih kurang ataupun kosong, memperbaiki kesalahan atau ketidakjelasan 
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data yang diperoleh. Coding adalah kegiatan pemberian kode terhadap data-data 
sehingga dapat mempermudah dalam proses analisi. 
2. Analisis Data  
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu 
teknik analisis data yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 
lukisan secara sistematis faktual, dan akurat mengenai kejadian atau fakta, keadaan, 
fenomena, variabe, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung tetapi 
tidak digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 
lebih luas. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian kualitatif 
maka harus disertai dan didukung oleh data-data yang akurat pula. Derajat 
kepercayaan menggambarkan kesesuaian konsep penelitian dengan konsep yang 





PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA 
PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A 
MAKASSAR) 
A.  Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar 
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS 
merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak 
didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah lapas di 
Indonesia, lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Sistem pemenjaraan yang 
sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan 
lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem 
dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar 
narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan 
tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab 
bagu diri, keluarga, dan lingkungannya. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan 
bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem 
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula 
disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga 
pemasyarakatan berdasarkan surat Instruksi Kepala Direktorat pemasyarakatan 
Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 
Penghuni lembaga pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) 





statusnya masih tahanan. Maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses 
peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipi 
yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di 
sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah 
sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri 
Kehakiman DR. Saharjo pada tahun 1962 dan kemudian di tetapkan oleh Presiden 
Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Lembaga pemasyaraktan merupakan unit pelaksana teknis dibawah 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(dahulu Depertemen Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem 
pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan 
keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan 
hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.   
Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas 
pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui 
pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga 
pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah  apabila petugas pemasyarakatan yang 
melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan 
dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. 
Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan 
pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga, bertujuan untuk melindungi 
masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 
pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari 





Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di indonesia, sulawesi 
selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan. Lapas klas I 
A Makassar pada mulanya berlokasi dijalan Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 
1975 akibat perluasan kota akhirnya pindah ke lokasi yang baru yakni di jalan 
Sultan Alauddin no. 191 Makassar. Lapas klas I A Makassar memiliki luas tanah 
94.069 m dengan status kepemilikan sertifikat Hak pakai no. 54. Lapas klas I A 
Makassar memiliki beberapa bangunan gedung, dimana luas bangunan gedung 
kantor 1.766 m sedangkan luas bangunan blok hunian yang terdiri dari 8 (delapan) 
blok hunian secara keseluruhan adalah 8.695,04 m. Adapun bangunan lain di 
lingkunagan lapas klas I Makassar terdiri dari Mesjid, Gereja, Klinik, Dapur, Aula, 
Bengkel Kerja Dan Ruang Pamer dengan luas bangunan secara keseluruhan adalah 
14.508,115 m. Sementara untuk kapasitas hunian atau daya tampung yaitu 740 
orang. 
Lembaga pemasyarkatan kelas 1 A Makassar menjalankan fungsinya 
sebagai unit pelaksanaan teknis pemsyarkatan yang menampung, merawat dan 
membina narapidana baik yang bersifat teknis subtantif maupun  administratif yang 
berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi 
Selatan. 
2. Visi Misi, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Lapas klas I 
A Makassar  
Visi : “terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri dengan 
didukung oleh mewujudkan tertib pemasyarakatan” . 
Misi :  
a. Perlindungan hak asasi manusia terhadap warga binaan pemasyarakatan. 
b. Melaksanakan pembinaan Narapidana/ Anak Didik 





d. Melaksanakan pengamanan yang tangguh dan menciptakansuasan aman dan 
tertib 
e. Mewujudkan kapasitas hukum warga binaan pemasyarakatan. 
Susunan organisasi Lapas Klas I A Makassar yang di pimpin langsung oleh 
Kepala Lapas (Kalapas) berdasarkan pada Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman 
RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata kerja Lembaga 
Pemasyarakatan terdiri dari: 
• Bidang Tata Usaha 
• Bidang Pembinaan Narapidana 
• Bidang Bimbingan Kerja  
• Bidang Admistrasi Keamanan dan Tata Tertib 
• Kesatuan Pengamanan Lapas. 
a. Kepala Lapas mempunyai tugas memimpin secara keseluruhan bagian atau seksi 
dalam lingkup organisasi lapas serta bertanggung jawab penuh atas keamanan 
dan ketertiban Lapas serta kegiatan yang dilakukan dalam Lapas yang 
dipimpinnya. 
b. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah 
tangga Lapas. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 
1) Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 
kepegawaian. 
2) Sub bagian Keuanagan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. 
3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, 
perlengkapan dan rumah tangga. 
c. Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 





1) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat 
statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana. 
2) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan 
bimbingan dan penyluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, 
peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti, dan penglepasan narapidana. 
3) Seksi perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan 
memberikan perawatan bagi narapidana. 
d. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, 
mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, terdiri dari:  
1) Seksi bimbingan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan 
bimbingan latihan kerja bagi narapidana. 
2) Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mepersiapkan fasilitas sarana kerja. 
3) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja. 
e. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur 
jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, 
menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas 
serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. 
Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari: 
1) Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan 
perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan. 
2) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian 
dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta 
mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata 
tertib. 
f. Kesatuan Pengamanan lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan 





Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Lapas Klas I A Makassar, 
organisasi yang terpadu dan terkordinir guna mengatur dan memberdayakan 
seluruh potensi yang dimiliki perlu didukung oleh perangkat organisasi lainnya. 
Sehingga dalam menjalankan proses pembinaan yang dilakukan di lapas, pegawai 
Lapas Klas I A Makassar memiliki peran penting dengan berpedoman pada kode 
etik pegawai pemasyarakatan. Adapun rincian data dari pegawai Lapas Klas I A 
Makassar sebagai berikut: 
Pegawai dalam jajaran Lapas Klas I A Makassar berjumlah 153 orang 
dengan rincian sebagai berikut: 
1) Kalapas : 1 orang 
2) Bagian Tata Usaha : 18 orang 
3) Bidang Pembinaan Narapidana : 30 orang 
4) Bidang Kegiatan Kerja : 12 orang 
5) Bidang Adm.Keamanan dan Tata Tertib : 7 orang 
6) KPLP : 46 orang 
7) CPNS : 39 orang 
Sementara dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di 
Lapas Klas I A Makassar telah tersedia tenaga medis dengan jumlah 10 orang 
dengan rincian sebagai berikut: 
1) Perawat : 6 orang 
2) Apoteker : 1 orang 
3) Dokter Umum : 2 orang 
4) Dokter Gigi : 1 orang  
Penghuni Lapas Klas I A Makassar tidak hanya dihuni oleh para narapidana 
atau warga binaan pemasyarakatan, tetapi juga dihuni oleh tahanan. Hal ini 





kantornya pada juli 2019, Kepala seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas I 
A Makassar Rusdi, SH, MH. menyatakan bahwa jumlah total narapidana dan 
tahanan yang menghuni Lapas Klas I A Makassar yaitu sebanyak 941 orang. 864 
orang adalah narapidana, 6 orang terpidana mati dan sisanya sebanyak 71 orang 
adalah tahanan titipan.1 Adapun rincian dari data dan jumlah narapidana dan 
tahanan Lapas Klas I A Makassar sebagai berikut: 
Tabel 1 





Seumur Hidup 19  - 
B.I 793  - 
B.Iia 25  - 
B.Iib 1  - 
B.III 23  - 
Jumlah 861  - 
TAHANAN 
A.I -  - 
A.II 3  - 
A.III 59  - 
A.IV 16  - 
A.V 2  - 
Jumlah 80  - 
PIDANA MATI 6 - 
TITIPAN - - 
JUMLAH KESELURUHAN 941  - 
(Sumber: Bag. Registrasi Lapas Klas I A Makassar, 26 juLI 2019) 
Keterangan: 
1) A.I : tahanan Kepolisian 
2) A.II : tahanan Kejaksaan  
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3) A III : tahanan Pengadilan Negeri  
4) A.IV : tahanan Pengadilan Tinggi  
5) A.V : tahanan Mahkamah Agung  
6) B.I : pidana 1 tahun keatas  
7) B.IIa : pidana 3 bulan sampai 1 tahun  
8) B.IIb : pidana 3 bulan kebawah  
9) B.III : pidana kurungan  
Berdasarkan dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi kelebihan 
daya tampung (overcapacity) penghuni di Lapas Klas I A Makassar dimana jumlah 
total penghuni pada 26 juli 2019 yaitu 941 orang sementara untuk kapasitas hunian 
atau daya tampung yaitu 740 orang. 
B.  Pembinaan Narapidana dilembaga Pemasyakaratan Klas I A Makassar 
Proses pembinaan narapidana bertujuan agar nantinya narapidana setelah 
bebas dapat diterima dalam masyrakat lagi namun tujuan utama atau pokok dari 
pembinaan narapidana adalah, yaitu : 
1. Untuk memperbaiki pribadi dari narapidana itu sendiri. 
2. Untuk membuat narapidana bahagia dunia akhirat. 
3. Untuk membuat narapidana berpartisipasi aktif dan positif dalam 
masyarakat dalam pembangunan. 
4. Untuk membuat narapidana dapat memiliki keterampilan khusus agar tidak 
melakukan tindak pidana lagi.2 
Untuk mencapai tujuan dari proses pembinaan maka diperlukan tahap-
tahapan pembinaan yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, adapun 
proses pembinaan narapidana yang dilakukan melalui 3 tahapan yaitu : 
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1. Tahap Awal (Maximum Security) ±1/3 masa pidana. 
a. Admisi dan Oriental. Masa Pengenalan dan Penelitian Lingkungan (max 1 
bulan) 
b. Pembinaan Kepribadian 
1) Pembinaan kesadaran beragama; 
2) Pembinaan Bangsa dan Negara; 
3) Pembinaan Intelektual; 
4) Pembinaan Kesadaran Hukum. 
2.  Tahap Lanjutan (Medium Security) ±1/3 -1/2 masa pidana. 
a. Pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini merupakan kelanjuatan 
pembinaan kepribadian tahap awal. 
b. Pembinaan kepribadian. 
1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri; 
2) Keterampilan untuk mendukung usaha industry kecil; 
3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masingmasing; 
4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/ pertanian dan 
teknologi tinggi/ madya. 
3. Asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan terbuka (open camp) dan Lembaga 
Pemasyarakatan tertutup (Half way hause/work) ±1/2 -2/3 masa pidana. 
4. Tahap Akhir (Minimum Security) ±2/3 masa pidana bebas. 
a. Integrasi; 
b. Pembebasan Bersyarat; 
c. Cuti menjelang Bebas; 
d. Bebas sebenarnya; 





Dalam proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan berkerja sama dengan 
beberapa instansi antara lain instansi penegakan hukum seperti POLRI; Kejaksaan 
Negeri; Pengadilan Negeri. Instansi lainnya adalah DEPKES; DEPNAKES; 
DEPERINDAG; DEPAG; DEPDIKNAS; PEMDA, dan juga dengan instansi 
swasta seperti Perseroan; kelompok; LSM dan perusahaan. 
C.  Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A 
Makassar 
Menurut Bapak Rusdi, selaku Kasi Bimkemas berpendapat bahwa: 
“Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yaitu dimana proses 
pembinaan Narapidana yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah 
menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 
2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan yang dilakukan 
berdasarkan ketentuan Pasal 15-16 KUHP”.3 
.Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang- 
undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP 
dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indie, yang Hukum 
Pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam Wetboek 
van straftrecht voor Nederlandsch- Indie terpengaruh oleh sistem pidana penjara di 
Inggris (progressive system), dimana pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan 
sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke 
masyarakat.  Bapak Rusdi selaku Kasi Bimkemas Lapas Klas I A Makassar, pun 
menambahkan “Pemberian Pembebasan Bersyarat memiliki maksud dan tujuan , 
yaitu agar nantinya para narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan 
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berbau kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya 
narapidana tidak tersisikan dan terkucilkan dalam masyarakat”.4 
Dalam pemberian Pembebasan Bersyarat permaslahan yang penulis bahas 
adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I A Makassar sebagaimana yang dirumuskan dalam Passal 15 
KUHP – Pasal 16 KUHP. Dari rumusan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) KUHP 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan hak 
narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, tetapi tidak begitu saja para 
narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenui 
syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat-
syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti 
menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat. 
1. Syarat Substantif 
a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang 
menyebabkan dijatuhi pidana; 
b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif; 
c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan 
bersemangat; 
d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang 
bersangkutan; 
e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat 
hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir; 
f. Masa pidana yang dijalani; telah menjalani 2/3 darimasa pidananya, setelah 
dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan 
                                                          
4 Rusdi, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas I A Makassar, wawancara, 





memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang 
dari 9 bulan. 
2.  Syarat Administratif 
a. Salinan surat keputusan pengadilan: 
1) Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidanma yang bersangkutan 
tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya; 
2) Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas ) dari balai pemasyarakatan 
tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan 
masyarakat sekitarnya dan pihak lain 
b. Yang ada hubungannya dengan narapidana: 
1) Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib 
yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala 
lembaga pemasyarakatan. 
2) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, 
remisi, dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan. 
3) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, 
seperti; pihak keluarga, sekolah, intansi pemerintah/swasta dengan 
diketahui oleh pemerintah daerah. 
4) setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa. 
5) Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana 
sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada Psikolog 
dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter 
puskesmas atau rumah sakit umum. 
6) Bagi narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan : 
a) Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang 





b) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat. 
Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian 
pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam pasal 16 KUHP juga diatur tentang 
pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat. 
Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut : 
Pasal 16 
1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul 
atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan 
setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum 
menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang 
tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman. 
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut 
dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau 
setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, 
harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat. 
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat 
dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan 
bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan 
yang beralasan bahwaorang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-
hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus 
segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.  
4. Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusul 
dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan 
bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai 





Mengenai bagaimana cara pengusulan pembebasan bersyarat, tentang 
bagaimana cara Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat, 
tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut, Semua 
tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan diatur dalam 
Ordonansi Pembebasan Bersyarat Tanggal 27 Desember 1917, Staatblad tahun 
1919 Nomor 744. Menurut Pasal 1 dari Ordonansi tentang pembebasan bersyarat, 
usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirim kepada Menteri 
Kehakiman memuat : 
1. Penunjukan dengan secermat mungkin terpidana yang bersangkutan. 
2. Penyebutan putusan hakim yang pidananya harus dijalankan oleh terpidana 
tersebut, hari mulaidijalankannya pidana itu dan kapan akan berakhir. 
3. Pegala hal yang diketahui oleh kepala penjara tentang riwayat hidup 
terpidana tersebut yang sekiranya perlu dicantumkan, pekerjaan atau usaha 
apa yang telah pemah dijalankan sebelum dijatuhi pidana, apa yang telah 
dipelajarinya, kemungkinan cara mencari nafkah sesudah dilepaskan dan 
berhubungan dengan itu usul untuk diberikan bekal uang atau tidak kepada 
orangyang akan dilepaskan dengan bersyarat itu dari kas pesangonnya. 
4. Syarat-syarat khusus yang dihubungkan dengan pelepasan bersyarat itu 
yang antara lain dapatmengenai tempat tinggalnya di dalam atau di luar 
suatu daerah. 
5. Tempat yang ingin dituju terpidana itu setelah dilepaskan dengan bersyarat 
itu. 
Pasal 2 Ordonansi ini juga menentukan bahwa usulan dari Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan harus terlampir dengan : 
1. Kutipan surat keputusan hakim yang menjadi dasar terpidana tersebut 





2. Daftar yang disahkan tentang pidana tata tertib yang telah dijatuhkan 
kepadanya selama tiga tahunsebelum usul itu diajukan; 
3. Segala pemberitaan dan keterangan yang diperoleh berdasarkan pasal 3 atau 
turunannya. 
Tutur Bapak Rusdi selaku Kasi Bimkemas selain harus memenuhi syarat 
Subtantif dan syarat Adminitratif terebut narapidana yang akan mendapatkan 
Pembebasan Bersama juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar 
dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah : 
1. Jenis tindak pidana yang dilakukan. 
2. Lama masa pidana. 
3. Berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
4. Mengikuti pembinaan dengan baik. 
5. Tidak melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan ± 9 bulan. 
6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal napi 
setelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat.5 
Dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat narapidana harus mengisi 
Surat Pernyataaan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta 
harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala 
desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat penyataan tersebut 
dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan penjamin dari narapidana itu sendiri, 
selain keluarga yang bolen menjadi penjamin adalah Lembaga/ Badan atau pun 
Organisasi Sosial. (terlampir dalam Lampiran).6 
Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah proses 
pengajuan Pembebasan Bersyarat diserahkan kepada Tim Pengamat masyarakat 
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untuk diproses. adapun tahap-tahapnya pengajuan Pembebasan Bersyarat di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar adalah sebagai berikut :  
1. Tim Pengamat Pemasyarakatan Setelah mendengar pendapat anggota tim 
serta mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian tim pengamat 
pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala  Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I A Makassar yang terhitung dalam formlir yang telah ditetapkan. 
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar segera meneliti 
dengan mempelajari usulan tersebut pada angka 1 apabila menyetujui 
usulan tersebut maka tim pengamat pemasyarakatan Lembaga 
Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala 
kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi 
Selatan lengkap dengan persyaratan lainnya. 
3. Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 
Tengah wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I A Makassar tersebut dan setelah itu memperhatikan 
hasil sidang TPP Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Sulawesi Selatan, maka Kantor wilayah Kementrian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat menyatakan : 
a. Menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar tersebut 
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera 
menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar serta tembusan disampaikan 
kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 
b. Menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan 





4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari 
usul Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi 
Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dengan 
mempertimbangkan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 
maka dalam jangka waktu 30 hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan dapat menyatakan : 
a. Menolak usul Kepala Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Sulawesi Selatan dengan menyampaikan surat penolakan disertakan 
alasan kepada Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Sulawesi Selatan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I A Makassar. 
b. Menyetujui usul Kepala Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Sulawesi Selatan dan segera menerbitkan keputusan Pembebasan 
Bersyarat yang dimaksud yang tembusannya disampaikan kepada : 
1) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Sulawesi Selatan. 
2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar dengan dilampirkan 
buku Pembebasan Bersyarat untuk narapidana yang diberi izin. 
3) Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi. 
4) Kepala Polisi setempat. 
5) Kepala Balai Pemasyarakatan setempat. 
6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 
D.  Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar. 
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tidaklah selamanya dapat berjalan 





pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan 
Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara dari Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I A 
Makassar  dan juga dari beberapa orang narapidana penulis mendapatkan hasil 
sebagai berikut : 
1. Wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar 
a. Bapak Rusdi, SH. MH. selaku Kasi Bimkemas mengatakan bahwa hambatan-
hambatan yang terjadi adalah : 
1) Proses pengusulan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi 
narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dialur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.; 
2) Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat pada 
kenyataannya membutuhkan wakiu yang cukup Iama; 
3) Ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama 
masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian 
Pembebasan Bersyarat; 
4) Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada 
kebijakan masing-masing.7 
b. Bapak Rama. selaku pegawai seksi Bimkemas mengatakan bahwa hambatan-
hambatan yang terjadi adalah : 
1) Kendala pada narapidana itu sendiri 
2) Pihak keluarga 
3) Penjamin narapidana bukan dari keluarga, sehingga BAPAS tidak akan 
menyetujuinnya 
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4) Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat masih memiliki 
perkara lain diluar 
5) Melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan 
6) Proses di Direktorat lama. 
7) Narapidana itu sendiri sering berbuat ulah dan tidak memenuhi syrat 
Substantif dan Administratif 
8) Kendala pihak keluarga dan masyarakat yang enggan menerima mantan 
narapidana karena malu atau merasa tercemar.8 
2. Wawancara dengan narapidana 
a. Muh. Asrul selaku napidana mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang 
terjadi selama menuggu mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah jika 
melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi 
sesama narapidana maka haknya mendapatkan Pembebasan bersyarat akan 
dibatalkan dan lama prosesnya.9 
b. syamsuddin selaku narapidana mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang 
terjadi adalah jika bukan keluarga yang menjamin sering kali dicurigain dan 
diterima dan lama proses mendapatkan Pembebasan Bersyarat.10 
3. Dokumen-dokumen. 
Berdasarkan data-data yang ada yang penulis dapatkan dari dukomen 
Lembaga Pemasyarakatan klas I A Makassar mendapatkan jumlah narapidana yang 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut : 
Tabel II. Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I A Makassar Periode Januari-Juli 2019. 
Bulan Diusulkan Realisasi 
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Januari  18 18 
Februari 10 10 
Maret  9 9 
April  13 13 
Mei  20 20 
Juni 3 3 
Juli 16 16 
Jumlah  89 89 
Dari tabel diatas dapat kita ketahui jumlah narapidana yang diusulkan 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada periode Januari-Juli 2019 adalah 89 
narapidana dan yang terealisasi adalah 89 narapidana. 
E.  Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam 
Dalam sistem hukum islam, pidana penjara (kurungan) atau juga 
pemasyarakatan termasuk dalam kelompok pidana ta’zir. Artinya pidana yang 
merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya karena putusan perkaranya 
harus diselesaikan oleh pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim. Dalam 
sejarah perkembangan hukum Islam, Jenis pidana penjara yang telah dipraktekkan 
sejak masa Nabi Muhammad saw. para sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan 
dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang intinya  untuk memelihara 
agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara 
keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan 
dengan konsep taubat, menurut ajaran Islam taubat merupakan satu-satunya cara 
bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa 
dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa.  
Secara umum konsep pembebasan bersyarat dalam hukum positif pada 
dasarnya merupakan suatu rangkaian  dari sistem pelaksanaan hukuman pidana, 
yakni pidana penjara yang kemudian mengalami kemajuan dengan konsep 





dengan program-profram yang telah diupayakan dapat mengembalikan 
pemberdayaan dalam lingkungan masyarakat. 
Dalam konsep hukum Islam, dikenal adanya asas pemberian maaf atau 
pemaafan yakni si korban  atau ahli waris korban bersedia memberikan maaf kepada 
pelaku yang mengakibatkan pelaku bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa 
syarat.  
Yang dimaksud pemaafan menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad adalah 
memaafkan kisas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam 
Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila 
ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut ulama tersebut pemaafan adalah 
pemaafan qishash tanpa imbalan apa-apa. Adapun pemaafan diyat itu bukan 
pemaafan melainkan perdamaian.11 
Dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah Shulh (perdamaian) yang 
artinya memutus perselisihan. Apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan 
qishash, shulh berarti perjanjian atau perdmaian antara pihak wali korban dengan 
pembunuh untuk membebaskan hukuman qhisash dengan imbalan. Para ulama 
telah sepakat tentang dibolehkannya shulh (perdamaian) dalam qishash, sehingga  
qishash menjadi gugur. Allah berfirman dalam QS al-anfal/8: 61. 
۞ﻞﺴِﻠﻟ ْاﻮُﺤَﻨَﺟ نِإَو ◌ۡجﭑَﻓ ِم ◌ۡﺢَﻧ ◌ۡ ﻞَﻛﻮَـﺗَو َﺎَﳍ ◌ۡ ٱ ﻰَﻠَﻋ ِﻪﻠﻟ ◌ۚ  ُﻪﻧِإۥ لٱ ُﻊﻴِﻤﺴﻟٱ َﻮُﻫ ◌ۡ ِﻠَﻋ ُﻢﻴ
٦١   
Terjemahnya: 
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya 
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui.12 
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Shulh (perdamaian) statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam hak 
pemiliknya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat 
menggugurkan qishas. Perbedaaannya dengan pengampunan adalah pengampunan 
itu pembebasan qishash tampa imbalan, sedangkan shulh adalah pembebasan 
dengan imbalan. Memang dimungkinkan pemaafan dari qishash dengan imbalan 
diyat, seperti dikemukakan oleh imam Syafi’i dan imam Ahmad, namun menurut 
Hanafiyah dan Malikiyah, hal itu harus dengan persetujuan pelaku, dan kalau 
demikian, hal itu bukan pemaafan melainkan shulh (perdamaian).13 
Selain pemaafan dan shulh, adapula konsep ta’zir yang berkaitan tentang 
pembebasan bersyarat dalam hukum Islam. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang 
bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum 
ditentukan oleh syara’. Makna sederhananya hukuman ta’zir itu adalah hukuman 
yang belum ditetapkan syara’ melainkan diserahkan kepada ulul amri atau 
pemerintah baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Hukuman-hukuman ta’zir 
banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang 
terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman 
tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri 
pembuatnya.  
Secara garis besar hukuman ta’zir dapat dikelompokkan kepada empat 
kelompok yaitu: 
1. Hukuman ta’zir mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini 
adalah hukuman mati dan jilid. 
                                                          
13 Julian Pranata, “Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya 





2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseoarang, sanksi 
terpenting pada jenis ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan 
pengasingan. 
3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, jenisnya dalam hal ini adalah 
denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang. 
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan 
umum. 
Padatahapan selanjutnya, program-program yang diadakan di lembaga 
pemasyarakatan juga memiliki relevansinya dengan konsep taubah dalam islam 
yang mengacu pada pembinaan mental agar kembali pada jalan yang semestinya. 
Oleh karena itu, pelaksanaannya merupakan tugas hakim yang menentukannya 
karena konsep-konsep diatas merupakan bentuk ta’zir sehingga jelas akan berbeda 
dari satu Negara ke Negara yang lainnya. 
Dalam konsep Islam dijelaskan bahwa pengertian taubat secara bahasa 
berasal dari bahas arab yaitu dari kata taba, yang berarti raja’a (kembali). Secara 
istilah (termonilogi islam) kebanyakan ulama merumuskan taubat dengan arti 
meninggalkan dosa dalam segala bentuk, menyesali dosa yang pernah dilakukan 
dan bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi.14 
Dari pengertian tersebut diatas, makna raja’a (kembali) secara konsepsi 
dapat dipadukan dengan pembinaan di Lapas yang akan membina para terpidana 
agar kembali menjadi warga masyarakat yang dapat diterima di lingkungannya 
dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Sedangkan dalam 
istilahnya meninggalkan segala bentuk pelanggaran-pelanggarn yang dulu pernah 
                                                          
14 Burhanuddin Jamaluddin, Konsep Taubat, Pintu Pengampunan Dosa Besar dan Syirik 





ia perbuat, menyesali apa yang pernah dilakukannya dan memiliki tekad unuk tidak 
mengulanginya lagi. Tiga hal tersebutlah yang menjadi syarat dari pada taubat. 
Allah berfirman dalam QS al-Maidah/5: 39. 
ﻦِﻣ َبَﺎﺗ ﻦَﻤَﻓ ◌ۢ ﻊَﺑ ◌ۡﻞُﻇ ِد ◌ۡ ِﻪِۦﻣ صَأَو ◌ۡ ـَﻳ َﻪﻠﻟٱ نَِﺈﻓ ََﱀﻲَﻠَﻋ ُبﻮُﺘ ◌ۡ ِه ◌ۚ  رﻮُﻔَﻏ َﻪﻠﻟٱ نِإ ر ٌﻢﻴِﺣ 
٣٩   
Terjemahnya: 
Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah 
melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah 
menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha 
penyayang.15 
Tujuan konsep pembebasan bersyarat dengan bertaubat memiliki hubungan 
yang erat karena Pembebasan bersyarat tidak akan diberikan jika narapidana tidak 
memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai perundang-undanganyang meliputi 
syarat subtantif dan administratif. Demikian pula dengan konsep taubat agar 









                                                          









1. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I A Makassar dianggap telah berhasil, karena dapat 
dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I A Makassar antara yang diusulkan dengan yang 
terealisasikan sama. 
2. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I A Makassar ternyata ada kendala atau hambatan, 
baik hambatan internal maupun hambatan eksternal diantaranya adalah 
Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan 
waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau 
ditolak pengusulan tersebut, Penjamin pihak keluarga narapidana itu sendiri 
tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari narapidana 
tidak diketahui keberadaannya, Melanggar hukum disiplin dalam Lembaga 
Pemasyarakatan yang menyebabkan narapidana tersebut gagal 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Terdapat hambatan Psikologis dari 
masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana dalam masyarakat yang 





Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sanagat lama karena 
merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. 
3. Dalam konsep hukum Islam, dikenal adanya asas pemberian maaf atau 
pemaafan yakni si korban  atau ahli waris korban bersedia memberikan maaf 
kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku bebas bersyarat atau bebas sama 
sekali tanpa syarat. 
B.  Implikasi Penelitian 
1. Perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas 
dalam melaksanakan proses pembinaan terutama dalam hal pembebabasan 
bersyarat. 
2. Proses pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya 
Pembebasan Bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana 
menjalani Pembebasan Bersyarat. 
3. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama 
dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat. Perlunya peningkatan 
koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan 
koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang 
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